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DISAKSIKAN Bupati Morut Haris Rengga,
pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Morut kepada Ketu:
langsung di kantor BPK di Palu, Selasa (30/6/2015). FOTO: HUMAS BPK

KOLONODALE, MERCUSUAR —
Morowali Utara Haris Rengga di

Bupati
ilai sebagai

pihak yang paling bertanggung jawab ter-
hadap pengelolaan keuangan daerah selama
masa kepemimpinannya. Karena itu bupati
perlu segera melakukan pembenahan inter-
nal di jajarannya pasca laporan hasil peme-
riksaan BPK baru-baru ini.’

“Bila BPK memberikan
opini disclaimer (tidak mem-
berikan pendapat terhadap
laporan hasjl pemeriksaan

keuangan daerah) berarti
parah, dimana pertang-
gungjawaban pengelolaan
keuangan tidak diyakini

Kepala Perwakilan BPK Sulf

kewajarannya,” kata Ketua
Forum Intelektual Muda
Morowali Utara Susanto.
Forum ini pun mendesak
DPRD segera melakukan
kewenangannya untuk me-
lakukan pengawasan pen-
gelolaan keuangan daerah.
“Ini adalah tamparan
keras bagi pelaksana bu-
pati di daerah agar lebih
berhati-hati dan benar-be-
nar mempertanggungja-
wabkan keuangan daerah
lebih cermat,”” tandasnya.

teng M Bayu Sabartha (tengah) menyerahkan laporan hasil
a DPRD Morut Syarifuddin Madijid. Penyerahan buku laporan ber-

Sementara itu Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset
Daerah Morut Masjudin
Sudin menolak memberi ke-
terangan saat dikonfirmasi
Kamis (2/7/2015).

Dihubungi via handp-
hone, Masjudin yang masih
dalam perjalanan di luar
daerah mengaku akan mem-
beri keterangan setelah ia
berada di ibukota Morut
Kolonodale.

Sebagaimana diberitakan

Mercusuar, Rabu (1/7/2015),
BPK Perwakilan Sulteng
tidak dapat menyatakan
pendapat atau disclaimer
atas laporan keuangan pe-
merintah daerah tahun 2014
milik Pemkab Morut dan
Banggai Laut (Balut).

Kepala Perwakilan BPK
Sulteng M Bayu Sabartha
dalam sambutannya meny-
atakan masih banyak kele-
mahan atas pengelolaan
keuangan Balut dan laporan
keuangan Morut.

Di antara Kelemahan
LKPD Morut yang dipa-
parkan BPK adalah Pemkah
Morut tidak melaporkan aset
tetap dari kabupaten induk
(Morowali) di neraca dan la-
poran keuangan, belanja ba-
rang dan jasa Rp11,6 miliar
pada RSUD Kolonodale be-
lum memadai dan pembaya-
ran utang tanpa rekonsiliasi
dengan pemberi utang, serta
persediaan per 31 Desember
2014 Rp6,58 miliar tidak
didukung kartu persediaan
juga tidak memiliki dasar
harga yang jelas.

Bupati Morut Abdul Haris
Rengga dalam kesempatan
itu berujar tidak ada perbe-
daaan pendapat pihaknya
dengan pihak BPK mengenai
laporan hasil pemeriksaan
(LHP) itu.

“Kami berkomitmen
untuk memperbaiki pen-
gelolaaan keuangan daerah.
Sebagai kabupaten baru,
memang perlu penyesuaian
bagi Morut. Apalagi dengan
fasilitas terbatas.

Yang jelas, LHP dari BPK
ini akan menjadi catatan
penting bagi kami,” tutu-
pnya. TTN




